2) PengelolaanLaporanHartaKekayaan

A. PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN)
1. GambaranUmum

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka
Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor:
SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara
Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang juga
mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. PejabatEselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan
instans ipemerintah dan atau lembaga negara;

SemuaKepala Kantor di lingkunganDepartemenKeuangan;
Pemeriksa Bea danCukai;

Pemeriksa Pajak;

Auditor;

Pejabat yang mengeluarkanperijinan;

Pejabat/Kepala Unit PelayananMasyarakat; dan
Pejabatpembuatregulasi

RN AW

Masihuntuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN
kemudianmenerbitkan  kembali  SuratEdaranNomor:  SE/05/M.PAN/04/2005
denganperihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-
masingPimpinanInstansidimintauntukmengeluarkanSuratKeputusantentangpeneta
panjabatan-jabatan yang rawanKorupsi, KolusidanNepotisme (KKN) di
lingkunganmasing-masinginstansi yang diwajibkanuntukmenyampaikan LHKPN
kepada KPK.

Selainitu, dalamrangkauntukmenjalankanperintahundang-
undangsertauntukmengujiintegritasdantranparansi,
makaKandidatatauCalonPenyelenggaratertentujugadiwajibkanuntukmenyampaika
n LHKPN kepada KPK, yaituantara lain
CalonPresidendanCalonWakilPresidensertaCalonKepala Daerah
danCalonWakilKepala Daerah.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang
bersihdanbebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme.

2. Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002
tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagimanadiubahdenganU
ndang-undangNomor 10 Tahun 2015

tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-undangNomor 1
tahun 2015 tentangPerubahanatasUndang-undangNomor 30 Tahun 2002
tentangKomisiPemberantasanTindakPidanakorupsimenjadiUndang-Undang.
3. Peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentan Tata caraPendaftaran,
PengumumandanPemeriksaanHartakekayaanPenyelenggaran Negara.
4. SuratEdaranPimpinan KPK Nomor 10 Tahun 2017
tentangPanduanPengelolaan LHKPN di Lingkunganinstansipusat.



3. MAKSUD DAN TUJUAN

¢ MAKSUD

Adapunmaksuddaripenyelenggaraan LHKPN iniadalah
1) PencegahanKorupsi, KolusidanNepotisme

2) PencegahanPenyalahgunaanwewenang

3) BentukTransparansiPenyelenggara Negara
4) PenguatanlntegritasPenyelenggara Negara

e TUJUAN

Agar terciptanyapenyelenggara Negara yang bersihdantransparan

4. PELAKSANAAN

Penyampaian LHKPN
dilaksanakanmelaluiaplikasi
padaalamatwww.elhkpn.kpk.go.iddimanahartakekayaan

dilaporkanadalahposisi

per

lambatpada 31 Maretpadatahunberikutnya.
PenyelenggaraanpengelolaanLaporanHartakekayaanPenyelenggara
(LHKPN) di lingkunganPemerintahProvinsi
sesuaidenganPeraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Sumatera

terhitungsejaktanggl 1

januari

2017
e-LHKPN

yang

31 Desemberdandiserahkankepada KPK paling

Negara

Barat tahun 2019

PengumumandanPemeriksaanHartakekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN)
diperolehhasilnyasebagaiberikut :
DenganJumlahwaijib LHKPN sebanyak 504 orang
daridenganpersentasepelaporankepatuhansebesar'seratuspersen (100%)
tepatwaktu “.Rekapitulasidapatdilihatpadatabeldibawah :
REKAP PELAPORAN WAJIB LAPOR LHKPN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019
. . Wajib | Sudah | Tepat Belum | Kepatuhan
No Unit Kerja Lapor | Lapor | Waktu Terlambat Lapor (%)
BADAN KEPEGAWAIAN o
1 DAERAH 7 7 7 0 0 100,00%
BADAN KESATUAN o
2 BANGSA DAN POLITIK 6 6 6 0 0 100,00%
BADAN KEUANGAN o
3 DAERAH 30 30 30 0 0 100,00%
BADAN
4 PENANGGULANGAN 6 6 6 0 0 100,00%
BENCANA DAERAH
BADAN PENELITIAN o
> DAN PENGEMBANGAN > > > 0 0 100,00%
BADAN
PENGEMBANGAN o
6 SUMBER DAYA 6 6 6 0 0 100,00%
MANUSIA




7 | BADAN PENGHUBUNG 2 2 2 100,00%
DINAS ENERGI DAN
8 | SUMBER DAYA 6 6 6 100,00%
MINERAL
DINAS KEARSIPAN .
9 | DAN PERPUSTAKAAN 10 10 10 100,00%
10 | DINAS KEBUDAYAAN 9 9 9 100,00%
11 | DINAS KEHUTANAN 31 31 31 100,00%
DINAS KELAUTAN .
12 | CAN PERIKANAN 14 14 14 100,00%
13 | DINAS KESEHATAN 21 21 21 100,00%
DINAS KOMUNIKASI .
14| DAN INFORMATIKA 6 6 6 100,00%
DINAS LINGKUNGAN .
15 | \oup 9 9 9 100,00%
16 | DINAS PANGAN 8 8 8 100,00%
17 | DINAS PARIWISATA 7 7 7 100,00%
DINAS PEKERJAAN
18 | UMUM DAN 8 8 8 100,00%
PENATAAN RUANG
DINAS
PEMBERDAYAAN .
19 | MASYARAKAT DAN 9 9 9 100,00%
DESA
DINAS
PEMBERDAYAAN .
20 | bEREMPUAN DAN 6 6 6 100,00%
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMUDA DAN .
21| Ol AHRAGA 10 10 10 100,00%
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN .
22| bELAYANAN TERPADU 9 9 9 100,00%
SATU PINTU
23 | DINAS PENDIDIKAN 9 9 9 100,00%
DINAS PENGELOLAAN .
24 | SUMBER DAVA AIR 11 11 11 100,00%
25 | DINAS PERHUBUNGAN 7 7 7 100,00%
26 | DINAS 9 9 9 100,00%

PERINDUSTRIAN DAN




PERDAGANGAN

27

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

100,00%

28

DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN
HEWAN

11

11

11

100,00%

29

DINAS SATUAN
POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

100,00%

30

DINAS SOSIAL

19

19

19

100,00%

31

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

25

25

25

100,00%

32

INSPEKTORAT

43

43

43

100,00%

33

PIMPINAN TERTINGGI

100,00%

34

RUMAH SAKIT JIWA

100,00%

35

RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

28

28

28

100,00%

36

SEKRETARIAT
DAERAH

41

41

41

100,00%

37

SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

100,00%

38

WAKIL PIMPINAN

100,00%

39

BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN

100,00%

40

DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

100,00%

41

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUDK
KELUARGA
BERENCANA
KEPENDUDUKAN DAN
CAPIL

100,00%

42

DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK KB
KEPENDUDUKAN DAN

100,00%




PENCATATAN SIPIL

DINAS TANAMAM
PANGAN
43 HORTIKULTURA DAN L 1 1 0 0

PERKEBUNAN

100,00%

DINAS TANAMAN
PANGAN
4 HORTIKULTURA DAN 15 1> 15 0 0

PERKEBUNAN

100,00%

PEMERINTAH
45 | PROVINSI SUMATERA 5 5 5 0 0
BARAT

100,00%

RUMAH SAKIT JIWA
46 HB SAANIN 4 4 4 0 0

100,00%

RUMAH SAKIT UMUM
47 DAERAH PARIAMAN L 1 1 0 0

100,00%

TOTAL 504 504 504 0 0

100,00%

B. PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA (LHKASN)
1. GambaranUmum

Mulaitahun 2015 pemerintah telahmewajibkanAparaturSipil Negara (ASN)

untukmelakukanpengisianLaporanHartaKekayaan AparaturSipil Negara (LHKASN).
Kebijakaninidiambilsebagailangkahpencegahandiniterhadapterjadinyatindakpidan

akorupsi, kolusidannepotisme; pencegahanpenyalahgunaanwewenang;
bentuktransparansi ASN; danpenguatanintegritasaparatur.

Kebijakan LHKASN
tertuangdalamSuratEdaranMenteriPendayagunaanAparatur Negara
danReformasiBirokrasiNomor 1 Tahun 2015
tentangKewajibanPenyampaianLaporanHartaKekayaanAparaturSipil Negara

(LHKASN). 5 (lima) muatanpokokdarisuratedarantersebutadalahsebagaiberikut.

» Menetapkanpejabatwajiblapor LHKPN.

* Menetapkanwajiblaporbagiseluruhpegawai ASN yang tidakwajib LHKPN
untukmenyampaikan LHKASN.

= Menggunakanformulir LHKASN yang
telahditetapkandalamsuratedaranini.

= Menugaskan APIP untukmengelola LHKASN.

* Peninjauankembalijabatandansanksijikatidakmemenuhiketentuanini.

= Sanksibagipegawai di Lingkungan APIP yang menyalahikewenangan.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang
bersihdanbebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme.



2. SuratEdaranMenteriPendayagunaanAparatur Negara

danReformasiBirokrasiNomor 1 Tahun 2015
tentangKewajibanPenyampaianLaporanHartaKekayaanAparaturSipil  Negara
(LHKASN)
6. MAKSUD DAN TUJUAN

e MAKSUD
Upayapencegahankorupsi, kolusi, dannepotisme (KKN),
pencegahanpenyalahgunaanwewenang, bentuktransparansi ASN,
danpenguatanintegritas ASN.

e TUIUAN
Meningkatkankesadarandanintegritas ASN

dalammengelolahartadankewajibannya,
sertamemberikantransparansiatashartadankewajiban  yang telahdiperoleh
ASN.

7. PELAKSANAAN

LaporanHartaKekayaanAparaturSipil Negara
(LHKASN) adalahdaftarseluruhhartakekayaan ASN besertapasangandananak yang
masihmenjaditanggungandandituangkankedalamFormulir LHKASN yang
telahditetapkanolehMenteri PAN dan RB. LHKASN
diaturdalamSuratEdaranMenteriPendayagunaanAparatur Negara

danReformasiBirokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015
tentangKewajibanPenyampaian LHKASN di lingkunganInstansiPemerintah

Waktupenyampaianlaporankekayaan ASN
kepadaPimpinanorganisasimelaluiAparaturPengawaslnstansiPemerintah (APIP)
adalah 3 Bulansetelahkebijakanditetapkan, 1

Bulansetelahdiangkatdalamjabatandan 1 Bulansetelahberhentidarijabatan.
PengelolaanLaporanHartakekayaanAparaturSipil Negara (LHKASN) di

lingkunganPemerintahProvinsi Sumatera Barat
sesuaidenganSuratEdaranMenteriPendayagunaanAparatur Negara
danReformasiBirokrasiNomor 1 Tahun 2015
tentangKewajibanPenyampaianLaporanHartaKekayaanAparaturSipil Negara
(LHKASN) telahdilaporkanolehWajibLapor LHKASN
dilingkunganPemerintahProvinsi Sumatera Barat
melaluiaplikasiSiharkadimanaSiharkaadalahsistem yang
digunakanolehAparaturSipil Negara (ASN)
untukmelaporkanhartakekayaannyayang

dikeluarkanolehKementerianPendayagunaanAparatur Negara

danReformasiBirokrasi.

Pelaporan LHKPN PemerintahProvinsi Sumatera Barat tahun 2019
telahdilaksanakandengan  data  kepatuhanpelaporansebesar 88,41 %
darijumlahwajiblaporsebanyak 837 orang dimanasebanyak 740 orang dengan
status sudahlapordansebanyak 97 orang dengan status belumlapor.
Rekapitulasidapatdilihatpadatabeldibawahini :



REKAP PELAPORAN LHKASN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019
STATUS PELAPORAN
JUMLAH
NO UNIT KERJA WAJIB LAPOR | SUDAH BELUM
LAPOR LAPOR
BADAN KEPEGAWAIAN
1 | DAERAH PROVINSI 15 13 2
SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
2| DAN POLITIK 1 1 0
3 | BADAN KEUANGAN DAERAH 71 68 3
4 | BADAN PENANGGULANGAN ; 5 c
BENCANA DAERAH
s | BADAN PENELITIAN DAN o o 0
PENGEMBANGAN
¢ | BADAN PENGEMBANGAN i o ;
SUMBER DAYA MANUSIA
7 | BADAN PENGHUBUNG 4 4 0
g | BADAN PERENCANAAN 15 9 ¢
PEMBANGUNAN DAERAH
BIRO ADMINISTRASI
g | PENGADAAN DAN g ; .
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
BIRO BINA MENTAL DAN
10" | (ESEJAHTERAAN RAKYAT 12 1 !
11 | BIRO HUKUM 12 12 0
12 | BIRO HUMAS 9 9 0
BIRO KERJASAMA
13 | PEMBANGUNAN DAN 12 9 3
RANTAU
14 | BIRO ORGANISASI 4 4 0




15 BIRO PEMERINTAHAN 12 9 3

16 BIRO PEREKONOMIAN 10 10 0

17 BIRO UMUM 12 12 0
DINAS ENERGI SUMBER

18 DAYA MINERAL 9 6 3
DINAS KEARSIPAN DAN

19 PERPUSTAKAAN 1 10 !

20 DINAS KEBUDAYAAN 11 7 4

21 DINAS KEHUTANAN 48 45 3
DINAS KELAUTAN DAN

22 PERIKANAN 31 31 0

23 DINAS KESEHATAN 24 24 0
DINAS KOMUNIKASI DAN

24 INFORMATIKA 10 / 3
DINAS KOPERASI USAHA

25 KECIL DAN MENENGAH 17 17 0

26 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16 16 0

27 DINAS PANGAN 17 15 2

28 DINAS PARIWISATA 11 11 0
DINAS PEKERJAAN UMUM

29 DAN PENATAAN RUANG 44 a4 0
DINAS PEMBERDAYAAN

30 MASYARAKAT DESA 14 13 !
DINAS PEMBERDAYAAN

31 PEREMPUAN DAN 14 10 4
PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMUDA DAN

32 OLAHRAGA 14 14 0
DINAS PENANAMAN MODAL

33 DAN PELAYANAN TERPADU 16 16 0
SATU PINTU

34 DINAS PENDIDIKAN 26 6 20
DINAS PENGELOLAAN

35 SUMBER DAYA AIR 13 12 !
DINAS PENGENDALIAN

36 PENDUDUK, KB, DUKCAPIL 14 14 0

37 DINAS PERHUBUNGAN 14 13 1




DINAS PERINDUSTRIAN

38 DAN PERDAGANGAN 22 22 0
DINAS PERUMAHAN

s | R "
PERTANAHAN

o [T | | w | w

41 DINAS SOSIAL 39 38 1
DINAS TANAMAN PANGAN,

42 HOLTIKULTURA DAN 29 29 0
PERKEBUNAN

44 INSPEKTORAT 3 3 0

s | e w [ e |

o | R e o[ v |

47 RSUD MUHAMMAD NATSIR 16 15 1

48 RSUD PARIAMAN 8 8 0

49 SATPOL PP & DAMKAR 11 9 2

50 SEKRETARIAT DPRD 9 6 3

TOTAL 837 740 97




